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PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 15 TAHUN 2000, NOMOR 31 TAHUN 2000, NOMOR 16
TAHUN 2001, NOMOR 17 TAHUN 2001,

NOMOR 24 TAHUN 2004, NOMOR 11 TAHUN 2006 DAN
NOMOR 30 TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa
Peraturan Daerah Kota Samarinda yang
direkomendasikan untuk dibatalkan karena
tidak sesuai dengan aturan yang baru, maka
petlu untuk mencabut Peraturan Daerah yang
sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan yang
baru tersebut ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk
Peraturan  Daerah  tentang  Pencabutan
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15
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Mengingat

Tahun 2000, Nomor 31 Tahun 2000, Nomor
16 Tahun 2001, Nomor 17 Tahun 2001,
Nomor 24 Tahun 2004, Nomor 11 Tahun
2006 dan Nomor 30 Tahun 2006.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia ~ Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (LLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomotr 53 ; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4493) yang telah
ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang
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Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4844) ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang  Perimbangan  Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang  Pembagian Urusan  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4737).
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